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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang  : a. bahwa dengan telah ditetapkannva Undang-undang Nomor 138
) Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daecrah, maka
Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengelolaan
Terminal Bis dan Non Bis di Wilayah Kotamadva Daerah Tingkat [1
Magclang vang tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kotamadva Daerah lingkat Il Magelang Nomor |
Tahun 1996  tentang Perubahan  Ketiga  Peraturan  Daerahb
Kotamadva Daerah Tingkat 1l Magelang Nomor 2 Tahun 1983
fenlunyg -F'::nguhﬂu;m Termmal Bis dan Non Bis di Wilayah
L otamadva daerah Tingkat Il Magelang perlu disesuatkan :

b, hahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, dipandang
perlu untuk menvusun dan menctapkan kembali Peraturan Dacrah
Kota Magelang tentang Retribusi Terminal

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1930 tentang Pembentukan
| Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat .

2

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ilukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 706, Tambahan
[Lembaran Negara Nomor 3209) .

3 Undang-undanyg .
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13.

14,

I

Undang-undang Nomaor 14 Tahun 1992 tentang Lalu [intas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Lambahan |embaran Negara Nomor 3480)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusy Daerali (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41
tambahan Lembarun Negara Nomor 3683 .

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (l.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
[.embaran Newara Nomaor 3339y

Undnng-undang Nomor 25 fahun (999 tentang Perimbangan
Kenangan  antara Pemerintah Pusat  dan  Pemcrintah  Dacrah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1848} -

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu {.intas dan Angkiutan
Jalan Rava kepada Pemerinta Daerah Tingkal | dap Pemernntal
Dacrali Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26.
Tambahan Tembaran Negara Nomor 3410)

Peraturan Pemenintah Nomor 41 Tahun 1993 tentane Angkutan
Talan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor so Tambahan
F.embaran Nepara Nomor 33527 -

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Dacrah (Lembaran Neeara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
[Lembaran Negara Nomor 36625

Keptitusan Menteri Dalam Neger Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk-bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daeral Perubahan.

Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daeral lentang Pajak Daeraly day
Retribusi Dacrah .

Keputusan Menten Dalam Negzen Nomor 174 Tahun L9977 tentanyg
Pedoman Tata Cara Pemungulan Retnbus Dacrah ;

K::pulur;un Menten Dalam Negen Nomor 75 Tahun 19y 7 tentane
Tata Cara Pemeriksaan d Biduny Retnbus Dacrah )

RNeputusan Mentert Dalam Negent Nomor 119 lahun juy tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribus Dacrah Tingkat 1 dan
Tingkat IT ; )

Neputusan Menten Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentane
Sistem dan Proscdur Administrasi Pajal; Dacrah, Retribusi Dacrah

dan Penerimaan Pendapatan Lain-lajn ;

16, Keputusan .
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16. Keputuss fenteri Nals * oA
p S4i I.\'h-'”“rrl [)dldl“ hﬂgﬂrl [‘\,ﬂinur ?2 T"ih

. un 1999 tent:
Pcdoman Peneclalaan Ter: 50 tentang
Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang -

17. Surat Keputusan Gubernu

Nomor 331.2 " 019399 . i s D v
or 331.2 709599 tanggal 2 April 1984 tentang Penyempurnaan

L Y ~ 1 . =¥ 7 y .
.!:n.; _Intu.a.u: Crithernur Kepala Daeral; ['tngkat | Jawa Tenoah tanoaal
._"I ht?'.[ﬂﬁ]'ﬂ}\ur I leh "I r‘il!mtlr :‘:—‘ l 2 | ;_’UU | -~ ===

I Kepala Daerah Tingkat [ Jawa Tengah

Terminal Aol 1983 tentung Pengeloluan
Chinmal Ay : al; ' 1151 ; 3
Tm]gﬂhd nghutan Jalan &t Propinsi Daeral; [ingkat [ Jawa
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
MEMUTUSKRAN :
Menetapkan : PERATURAN  DAFRAH  KOTA  MAGFIANG TENTANG
RETRIBUSE TERMINAL,
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasat |

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan -
Dacrah adalah Kota Magclang .

a
b Pemenntah Naerah adalah Pemenntah Kota Magclang

3

Walikota adalah Walikota Magelang ;

d. Dinas Pendapatan Dacrah vang sclanjutnya  disingkat Dipenda adalah  Dinas

Pendapatan Daerah Kota Magelang |

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan vang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah
Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Magclang ;

L. Pejabat vang ditunjuk vang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawar vang diberi
tugas tertentu di bidang retnibusi daerah sesuar dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku :

8. Terminal adalah prasarana transportast jalan untuk Kkeperluan memuat dan

menurunkan orang dan atau barang serta mengatur Kedatangan dan pemberangkatan

kKendaraan umum. vang merupakan salah satu wujud simpuf janngan transportast :

&

h' Retnbusi Daerah adalah pungutan dacrah sehagar pembavaran alus jusa alay
Pemberian izin tertentu vang khusus disediakan dan atau dibertkan oleh Pemerintah
Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ; |

1. Badan .. .
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i Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi persercan terbatas.
perscroaan Lomanditer, perscroan lainnya, badan usaha milik ncgara atau dacrah
dengan nama dan dalam bentuk apapun. persekutuan, perkumpulan. tirma. kongsl,
Loperast. Yavasan alau ol cunisasi vang sejenis. lembaga. dana penstun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lamnya

. Retribust Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagar pembavaran alas jasy vang
" disediakan Pemenntah Daerali dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta |

Retribusi Terminal vang selanjutnya disebul Retnbusi adalah pungulan daerah
sehagai pembavaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yvang diberikan kepada umum
di dalam lingkungan tcrminal

r-d

| Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undanoan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembavaran retribusi. termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu .

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

2 Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan dalam terminal agar sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yvang berlaku :

b Memberikan dasar hukum bagi pembmnaan dan pengawasan atas kegiatan dalam
terminal agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkendali .

¢. Memberikan dasar hukum untuk pemungulan retribust agar menadi saluh satu

Sumber Pendapatan Ashi Daerah (PAD).
BAB il

TUGAS POKOK. FUNGSI DAN KEDUDUKAN TERMINAL

Pasal 3

T”E’JH pokok lerminal adalah -

4. Prasarana untuk mengadakan pengaturai, pengendalian dan pengawasan arus lalu
lintas kendaraan hermotor angkutan umum guna menunjang kelancaran, ketertiban
dan keamanan lalu hintas angkutan jalan -

b Prasarana untuk mengadakan pengawasan terhadap setiap kendaraan bcrmot‘:r
angkutan umum dalam hal kclengkapan persvaratan dan pcralatan vang harus ada

pada setiap kendaraan |
¢ DPrasarana
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c. Prasarana untuk melaksanakan puneutan daerah dan menvelenggarakan administrasi

« termunal menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

"'-._‘L-
Pasal 4
Dalam melak sanakan lugasnva, lermingl mempunya fungsi
1 Pene: = T B . o Ly
a. Pc ;_..utumn Kedatangan,  pemberanghatan  da berpangkal  Kendaraan  berinoto
ﬂnf'l' _':t'l :'I 1 . - &
o numum, serta memuat dan menurinkan penumpang aan barang
b, Penwaluran dan pengawasan sistem Penjimnai maupun arus angkulan penumpang dan
barang :
~ Y] gl o . : : . "
¢. Pclaksanaan pungwtan retribusi dan penyclenggaraan  administrasi pengelolaan
terminal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Pasal 3
Pengelolaan Terminal dibawah wewenang dan tanggung jawab Wahkota
a. Secara tehms operasional dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
h. Secara admimistras: dilaksanakan oleh Dinas Pendapatun Dueraly, !

BAB IV
TEMPAT DAN WAKTU PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 6

e —— it

(1) Setiap pengguna jasa pelayanan dan [asilitas di lingkungan terminal dikenakan

retnbust

(2) Waktu pengenaan retribusi dilaksanakan pada saal menikmati jasa pelayanan dan

tasilitas vang discdiakan.

BAB V
NAMA. SUBJCK DAN OBILK RETRIBUSI

Pasal 7

out retribusi bagi setiap orang atau badan

T TR inal dipun .
(1) Dengan nama Retribusi Teaimat-cip akan tasilitas di dalam tcrminal.

vang menikmati jasa pelavanan dan atau menggun

L ibadi ¢ dan
(2) Subjek Retribusi adalah orang if'r_lb“‘d‘. .l‘lﬂu'ba an yesg ¢
menikmat jasa pelavanan dan tasilitas di lingkungan termin:

. £, (et i lﬂE
Pemerintah Daerah di linghungan terminal.

vang menggunakan dan atau

vang discdiakan olch

S T (| .

i B r il

1

M
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(4) Obijek Retribusi sebagaimana di maksud

a.  Arcal parkir kendaraan penumpang amum untulk -

D

bis ccpat ;

bis lambat :

bis menginap ;

non bis antar kota -

non bis dalam kota.

L. Areal parkir Kendaraan angkutan barang -

owra

.

(7 S R AN [ —

(1) Retribust Terminal termasuk coloncan Retribust Jusa Usaha,

ks | \ = - - = =
(<) Retnibusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

lingkat pénggunaan jasa terminal didasarkan pada kuantitas pengeunaan fasilitas
Crminal sebagar dasar alokas: beban hava vang dipiku! dalam penggunaan fasihitas

lermna).

truk gandeng ;
truk bukan vandeng -
kendaraun angkulan barang hoks |

Kendaraan angkutan barang vang menginap

Fasilitas lainnya

jasa pelavanan penumpang umum :

1asa pelavanan Lhusus .

1asa pelavanan kebersihan dan kemdahan.

BAB VI

(GFOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMIUINGI YEAN

Pasal 8

BAE VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA TERMINA]T

’asal 9

dalam avat (3) meliputi -
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BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DAILAM PENETAPAN BESARNYA TARIE

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tant retnbusi didasarkan pada tujuan unmk
memperolch Keuntungan yang lavak vang beroperasi sceara cfisicn dan beroricntasi pada

harga pasar.

BAD IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Struktur dan besarnvya tarif retribusi untuk setiap
lingkungan terminal ditetapkan sebagai berkut :

a. Pelavanan ternunal untuk kendaraan umum ;

|. bis cepat

2

bis lambat

3. Bis kota

4. bis menginap

5. non bis antar kota
6. non bis dalam kola
7. truk gandeng

8. truk bukan gandeng

9. kendaraan angkutan -
barang boks

10. kendaraan angkutan

barang vang menginap

sebesar

sebesar

sebesar

sebesar

scbesar

schesar

schesar

sebesar

sebesar

sebesar

Rp.

|lenis jasa pelavanan dan fasilitas di

( Sertbu rupiah ) untuk
sekal masuk ¢

( hma ratus rupiah ) untuk
sekah masuk .

(seribu rupiah) untuk satu
malam menginap

( tiga ratus rupiah ) untuk
sekalt masuk ;

( dua ratus rupiah ) untuk

sekalt masuk;
(scribu  rupiah ) untuk

sekaltr  masuk -
(delapan ratus rupiah)
untuk sckali masuk:

(hma ratus rupiah ) untuk
sekali masuk;

(seribu rupiali) untuk satu

malam menginap:.

b. Fasilitas .....
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b Fasilitas lainnva |

| jasa pclayanan penumpang- schesar Rp. 100~ (scratus  rupiah) wntuk

: scliap orang sekall imasuk:
T

»  jasa pelavanan kamar keall -
| scbesar Rp.  200.- (dua ratus rupiah) sctiap

. buang air kecil
orang.

- buang air besar’mandi sebesar Rp. 300.- (tiga ratus rupiah) setiap
orang;

Setiap pemilik Kios dipungut retribusi kebersihan sebesar Rp. 200,- (dua ratus
rupiah) per petak per hari.
4. Setizp kendaraan bis dipungut retribusi kebersihan sebesar Kp. 200.- (dua ratus

rupiah) untuk sekali masuk
BAB ¥
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 2

(1) Pembavaran retnibusi dilukukan dv termimal Kepada petugas pemungul retnbus.

(2) Pembavaran retribusi harus dilakukan tunar kontan.

(3} Pembavaran  retribusi  sebagaimana  dunaksud  Pasal 11 diben tanda  bukt
pembavaran.

(1) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3)
ditetapkan oleh Walikota.

[*asal 13
(1) Semua hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 avat (1)
disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain vang ditunjuk oleh Walikota.

(2) Dalam hal penvetoran  dilakukan di tempat lain vang ditumuek, maka hasil
penenmaan retnbust harus disetor ke Kas Dacrah selambal-lambatnyva 1 x 24 (salu

kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB XI .....
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BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

% . s h . i » F = s ) ; ) :
il } W ..leb Retibust Malw udak nu..:luLhunuLun k:.:k'.r‘uﬁhunuj.'u selungra [II{:I'IJHiL'un
1 ' ¥ (TTLT & W .y . # : ! r -
heunngan dacrab dancam pidana Kurangan paling luma 6 (enam) bulun dur il

denda paling banvak 4 (empat) kal jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimalsud avat (1) adalah pelanggaran.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pegabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diben
wewenang Khusus  sebagai penvidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana di
bidang reinbusi sebagaimana Jdimaksud dalam Undang-undang Nomor & Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana. |

(=) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

4. menenma. mencarl. mengumpulkan dan meneliti keteransan  atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atay laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas

b. menehin. mencan dun mengumpulkan keterungan mengena orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak

' . " ) . ‘
pidana retribusi tersebut -

“ menminta Kelerangan dan bahan bukti dan orang pribadi alau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang retribusi -

d memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi :

¢ mclakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukt; pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penvitaan terhadap
bahan bukti tersebut

f meminta .....

|
| — I
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( meminta bantuan ienaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penvidikan tindak
pidﬂnﬂ L{l hidﬂ.ﬂﬂ. I'L'I_Fii‘l-ug.;i i

menyuruh berhenti, melarang scscorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

T‘

saat pemernksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe :

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana retribusi :

v memangeil orane untuk didengar Keterangannya dan diperiksa sebagai tersancka
atau saksy

3. menghentikan penvidikan :

- melakukan tindakan lain vang perlu untuk Kelancaran penvidikan tindak pidana

F

di bidang reinbust menurut hukum vang dapat dipertanggung jawabkan,

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan  dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut U'mum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAD XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

llal-hal vang belum diaiur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
petaksanaannva diatur lebih lanjut oleh Walikoia.

Pasal 17

Pengan berlakunva Peraturan Daerah m. maka Peraturan Daerah Kotamadva {Jaerah
Tingkat Magelang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Terminal Bis dan Non
Y15 di Wilayah Kotamadva Dacrah Tingkat [i Magelang vang telah diubah beberapa kali,
'erakhir denean Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang Nomor |
lahun 1996 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
M&.‘L_‘E!ang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Ternunal Bis dan Non Bis di
Wilaval, Kotamadya Daerah Tingkat 1 Magelang dinvatakan tidak berlaku lag:

Pasal 18 .....

|
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Pasal 18

peraturan Daerah i mular berlaku pada tangeal diundangkan.

\ecar supava setilap orang dapat mengetahuinva. memenntahkan pengundangan

peraturan Daerah int dengan penecmpatannva dalam i.embaran Jaerah Kota Magelang

Ditetapkan d1 Magelang
pada tangeal 11 Maret 2000

WALIKOTA MAGEILANG

\igyat

H. FAHRIYANTO

Diundanekan di NViagelang
Pada tanggal 11 Naret 2000

SEKRETARIS DAILRAH KOTA MAGELANG

y Muda

PermmbM: ' 3dne:

% T TY &% 4 s T | ey
MiE I RS O D

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
FAHUN 2000 NOMOR 7
SERI B NO, 1

;
|

Scanned by TapScanner



PENJELASAN ATAS
PIERATURAN DAIRAII KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG

RETRUBUSI TERMINAL

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunva Undang-undang Nomor |8 Tahun 1997
tentang Pajuk Daerah dun Retnbusi Daerah, maka seluruh Kelentuan Peraluran
Daerah vang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah vang tidak
scsuar harus dicabut arau ndak diberlakukan lagi, schingga perin dilakukan

pembaharuan atas semua Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retnbust Daerah. Bub [T Pasal 3 aval (3), diatur meneena kelentuan bahwa
Retiibust Terminal tenmasuk jes tetiibus jasa usaha vang pembavarannva
dengan menggunakan sistem “ Official Assesment™ (penetapan oleh Walikota),
dar pembavaran retribust dilakukan sebelum pelavanan diberikan  Sehingga
keientuan-ketentuan mengenai kurang bavar. lebih bavar dan penagiban udak
diperlukan.

Berdasarkan Keputusan Mentery Dalam Negen Nomor 19 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jemis-jems Retnbusi Dacrah.,  baliwa  Retnibusi
Terminal merupakan jems relnbust daerah tngkat 11 vang dimasukkan dulam
jenis Retribusi Jasa tisaha.  Sehingga Retribust Terminal memad: salah saru
sumbcr pendapatan dacrah.,

Retribusi fasa [isaha adalah retmbusi atas jasa vang disediakan oleh
Pemerintuh Daerah dengan menganut prnsip komersial Karena pada dasarnva
jenis retribusi tersebut dapat pula disecdiakan oleh scktor swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusuniah Peraturan Daerzh
lenlang Retnbusi Termunal,

L PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | s/d Pasal 6 . Cukup jelas

|
Pasal 7 .. .. |
|
| SaprTRam— |
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Pasal 7 avat (4) hurut a angka I * Yang dimaksud dengan bis cepat adalah mobil
bis antar kota antar propinsi dan ' atau antar
kota dalam propinsi  vang mencadakan
pelavanan cepal atan  dencan  pembatasay
yumlah terminal vang wayib disinggahi selama T
peralanannyy

Angka 2 Yane dimaksud dengan bis lambat adalal
mobil bis antar kota antar propinsi dan = atau
anlar Lola dalam propinst dengan pelavanan |
lambat atau dalam pelaksanaan pelavanan
angkutan  dengan kewajiban  mcmasuki
Terminal sesuai dengan izin trayek.
Terminal-terminal vang wajib disinggahi bis
lambat yumlahnva lebih  banvak danpada
Termunal yvang wapib disingaahi oleh bis cepat.

angka 3 : Yang dimaksud dencan menginap adalah
vondist  kendaraan  berhenti © parkir  di
lingkungan terminal untuk selama semalam.

Yang dimaksud dengan bis menginap adalah
semua kendaraan penumpang umum jenis bis
vang menainap di terminal.

angka4 - Yang dimaksud non bis antar kota adalah |
mobil penumpang aniar kota dalam propinsi
termasuk travel.

angka 5 = Yang dimaksud non bis dalam kota adalah
mobil penumpang dalam kota, juga termasuk
angkutan pedesaan.

hurutcangka l © Yang dimaksud dengan jasa Pelavanan
Penumpang unum antara lain meliputi .
a. Keamanan dan kenvamanan :
b. Ruang tunggu dan tempat duduk ;
¢. Pusat informasi.

angka2 : Yang dimaksud dengan jasa Pelayanan

Khusus antara lain meliputi jasa pelavanan ;-

buang arr kecit dan buang air besar - mands. |

¢

Pasal 8 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas. L
* ; :

I*asal 1) hurut a angka 3 * Dengan melihat pcrkcmbnngﬂn vang akan f
datang. besarnva ianf bis kota ditetapkan |

dengan Keputusan Walikota atas persetujuan |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. }."

E@.ﬁﬂl_l_z_ﬁid Pasal 18 . CukupJelas. . :
I
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